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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
 (QS. Ar Ra’du : 11) 
“Standar yang baik untuk mengukur keberhasilan anda dalam kehidupan adalah dengan 
menghitung jumlah orang yang telah anda buat bahagia”  
(Robert J. Lumsden) 
“Tiga dasar penting untuk mencapai segala sesuatu yang berharga adalah pertama kerja keras, 
kedua tetap berpagang teguh pada kepastian, ketiga pikiran sehat”  
(Thomas Edison) 
 
“Orang yang terkuat bukanlah mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap 
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Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai peran ahli 
dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap kasus VCD bajakan. Peran ahli dalam proses pemeriksaan di 
sidang pengadilan penting atau tidak terhadap kasus VCD bajakan; kekuatan 
pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap kasus VCD bajakan bersifat bebas dan tidak mengikat hakim.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta 
yang tampak. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 
diperoleh dengan jalan studi kepustakaan. Data sekunder yang dipakai meliputi 
bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1992 tentang Perfilman; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku referensi 
dan putusan Pengadilan Negeri, khususnya mengenai kasus VCD bajakan; dan 
bahan hukum tertier yaitu kamus hukum. Setelah data teridentifikasi secara 
sistematis kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli 
dalam kasus VCD bajakan ini adalah bersifat bebas dan tidak mengikat hakim. 
Dalam kasus VCD bajakan ini ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin 
terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dari Divisi Advokasi APPRI 
(Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur. Hal ini dapat 
dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di 
dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat terdapat pada 
pertimbangan-pertimbangan hakim. Peran ahli yang didatangkan dari Divisi 
Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan 
adalah memberikan keterangan, yaitu antara lain mengenai pentingnya izin 
apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD 
yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan 
komersil, barang bukti berupa VCD tersebut merupakan VCD bajakan dan 
menjelaskan perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu. Saksi ahli juga 
menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak 
cipta dan pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan menjual VCD 
atau DVD bajakan tersebut. Hal  ini karena hakim bukanlah orang yang ahli 
dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat 





Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan hukum yang berjudul : “STUDI TENTANG KEKUATAN 
PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN 
PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD 
Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)”. 
Penulisan hukum ini membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan 
ahli dan peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus 
VCD bajakan, khususnya pada kasus VCD bajakan yang telah diputus oleh 
Pengadilan Negeri Kediri. 
 Saat ini banyak sekali VCD bajakan yang beredar di pasaran. Hal ini 
karena adanya teknologi yang semakin canggih sehingga banyak bermunculan 
pihak-pihak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan 
kejahatan.  Seperti pada kasus yang dibahas pada penulisan hukum ini yaitu 
mengenai peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta (VCD bajakan).   
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta 
Ketua Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Bapak Sutedjo, S.H.,M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu 
memberikan nasehat dan masukan kepada penulis. 
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4. Bapak dan Ibu dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
5. Ketua Pengadilan Negeri Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Kediri. 
6. Bapak Kasnoto S.H. dan Bapak H. Much. Sjamsul Arifin, S.H. selaku ketua 
dan wakil panitera Pengadilan Negeri Kediri. 
7. Bapak Bambang, Ibu Parmi, Bapak Aris, dan bapak ibu lainnya yang telah 
membantu penulis saat penelitian di kantor Pengadilan Negeri Kediri. 
8. Keluarga besarku, Budhe Ari, Om Tri&Bulik Har, OmCip&Bulik Lastri, 
semua sepupuku Petty, Dek Endra, Chikit, dan Dek Ling2 yang selalu 
memberikan keceriaan saat ngumpul bareng. 
9. Dana Can dan Lita Cing yang selalu ada dalam suka dan duka. 
10. Sahabat-sahabatku, Marta, Diki, dan Wigih yang tetep setia jadi temanku 
sampai sekarang. 
11. Hery, Tery, dan Nggoman serta Rendy yang selalu memberikan keceriaan. 
12. Qibti, Atiek, Pinta, Nova&Johan, Andina, Lina yang menjadi teman 
seperjuangan di kampus. 
13. Bapak&Ibu Kost Wisma Putri Nita; Wismoner’s : Mbak Herlin, Erin, Arina, 
Era, Seha, Grace, Yau, Atiek, Uty, Peny, Like, Ria, dll  
14. Seluruh teman – teman program strata satu reguler Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2004 yang telah memberikan 
bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini. 
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.  
Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan 
manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis sendiri, kalangan akademis, 
praktisi serta masyarakat umum. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian penegasan Pasal 1 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia 
menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum 
sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang 
berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya”. 
Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nico Ngani antara lain 
meliputi  :  
1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan 
kebudayaan. 
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 
sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga. 
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya (Nico Ngani, 1984 : 1). 
Berdasarkan ciri-ciri negara hukum seperti yang dituliskan di atas, 
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah  satu ciri yang penting 
yaitu adanya peradilan yang bebas.Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, 
Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan 
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pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.   
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan 
tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan 
suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan 
dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan 
(Moch. Faisal Salam, 2001 : 1). 
Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk 
menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib 
diterapkan dalam masyarakat agar tecapai suatu masyarakat yang tertib, aman, 
dan tenteram. 
Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 
materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 
yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan penting karena 
pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau 
tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam 
menjatuhkan putusan.  
Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, 
Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : 
(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. keterangan saksi; 




e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan 
menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat 
digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan 
adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah 
menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu “apa yang 
seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 
Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan 
sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli 
sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim 
dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana 
pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 : 
15). 
Mengenai keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) 
KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan 
yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan 
ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 
Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai 
kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang 
terdakwanya diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain 
yang memang membutuhkan peranan seorang ahli. Dengan begitu dapat 
diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting 
dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk 
mengetahui lebih dalam mengenai peran dan kekuatan pembuktian keterangan 
ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, 
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khususnya di Pengadilan Negeri Kediri. Dengan demikian penulis 
mengadakan penelitian hukum dengan judul “STUDI TENTANG 
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES 
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN 
(Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri)”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penyusunan 
penulisan hukum karena perumusan masalah dalam suatu penelitian 
dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang 
akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas dan 
mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 
hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses 
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan? 
2. Apa peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 
kasus VCD bajakan? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan 
informasi dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan 
masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 2). 
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
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a. Untuk mengetahui apa peran ahli dalam proses pemeriksaan di 
sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan. 
b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kasus VCD 
bajakan. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan serta pemahaman penulis di bidang 
hukum acara pidana pada khususnya mengenai kekuatan pembuktian 
keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang 
pengadilan yaitu terhadap kasus VCD bajakan. 
b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar 
kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan 
yang diteliti. Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan tambahan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum 
di bidang Hukum Acara Pidana khususnya mengenai pembuktian 
yaitu mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli. 
b. Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah literatur di 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memperoleh data guna dianalisis agar dapat memberikan 
jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan penulis. 
b. Untuk memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para 
pihak yang berkepentingan dalam penelitian pada bidang atau 
masalah sama. 
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E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah 
yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu 
(Sumadi Suryabrata, 2003 : 11). 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 
menganalisanya    (Soerjono Soekanto, 2003 : 43).  
Penulisan hukum ini menggunakan metode-metode secara teknis yang 
digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Jenis Penelitian 
  Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto 
dan Sri Mamuji, 2006 : 13).  
Bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori 
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lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 10). 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan 
penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian secara 
kualitatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang 
dinyatakan responden secara lisan ataupun tulisan, dan juga perilakunya 
yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 250). 
4. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di :  
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Pengadilan Negeri Kediri, yang beralamat di Jl. Dr Saharjo No.20 
Kediri. 
5. Jenis Data 
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antar data yang 
diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 
pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan 
pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, 2006 : 12). 
Jenis data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian 
adalah jenis data sekunder. Data sekunder ini didapat dari sejumlah 
literatur perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
6. Sumber Data 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder yang terdiri dari (Soerjono Soekanto, 2006 : 52) : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum 
primer yaitu peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang 
Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tentang 1992 
tentang Perfilman. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku 
referensi, hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum, 
putusan pengadilan negeri khususnya mengenai perkara VCD 
bajakan. 
c. Bahan Hukum Tertier 
Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan pustaka-pustaka 
penunjang. 
7. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, 
dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar 
memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Menurut 
Soerjono Soekanto, di dalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis 
alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono 
Soekanto, 2006 : 21). 
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Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (Library Research). 
Studi kepustakaan (Library Research) adalah teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui buku-buku ilmiah, peraturan perundang-
undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dimana pada metode ini 
penulis mempergunakan data antara lain buku-buku literatur, Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya tentang macam-
macam alat bukti pada perkara pidana beserta kekuatan pembuktiannya, 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, peraturan 
lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen, dan majalah 
hukum.  
8. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap selanjutnya untuk mengolah hasil 
penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses 
pengorganisasian dan pengurutan data dala pola, kategori dan uraian 
dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 1994 : 103). 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proses analisis 
kualitatif dengan model interaktif, yaitu proses analisis dengan 
menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, 
dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk intraksi 
dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-
tahap tersebut (H.B. Sutopo, 2002 : 96). 
Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan skema analisis interaktif 
sebagai berikut : 






      Gambar 1. Bagan Metode Analisis Interaktif 
Menurut H.B. Sutopo, komponen-komponen tersebut di atas akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Reduksi Data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan tertulis di lapangan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
c. Kesimpulan 
Dalam pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif 
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola 
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin. Alur sebab akibat 
dan proporsi, kesimpulan-kesimpulan dibuat secara longgar, tetap 
terbuka tetapi kesimpulan yang disediakan, mula-mula belum jelas 
meningkat jadi lebih rinci dan mengakar pada pokok. 
 21 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab, juga termasuk daftar 
pustaka. Masing-masing bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Sistematika 
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 
BAB I    :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kerangka Teori dan 
Kerangka Pemikiran atas judul dan masalah yang diteliti. Kerangka 
teori meliputi tinjauan umum tentang pembuktian, macam-macam 
alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, dan mengenai proses 
pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. 
 
 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Hasil Penelitian dan  
Pembahasannya yaitu yang sesuai dengan teknik analisis data yang 
telah ditentukan dalam metode penelitian. Hasil penelitian dan 
pembahasannya meliputi kekuatan pembuktian dan peran ahli 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara 
VCD bajakan pada Pengadilan Negeri Kediri. 
BAB IV  : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum. Pada bab 
ini  akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang terkait 








A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 
a. Pengertian Pembuktian 
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian 
dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu bertujuan mencari 
kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, hakimnya bersifat aktif, 
hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk 
membuktikan tuduhan kepada tertuduh (www.kdp.or.id). 
Pengertian pembuktian menurut kamus hukum adalah usaha 
dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak 
mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan 
agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk 
memberikan keputusan mengenai perkara tersebut. 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-
undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti 
yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim 
membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 : 
273). 
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b. Sistem Pembuktian 
1) Beberapa sistem pembuktian 
Menurut M. Yahya Harahap sistem pembuktian bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian 
terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berikut ini adalah 
beberapa teori sistem pembuktian : 
a) Conviction-in Time 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan 
salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh 
penilaian  “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang 
menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana 
hakim menarik dan menyimpulkan kayakinannya, tidak 
menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil 
dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya 
dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat 
bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan 
dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 
b) Conviction-Raisonee 
Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” 
tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah 
tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, 
faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem 
pembuktian conviction-in time peran “keyakian hakim” leluasa 
tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan 
hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. 
Hakim wajib menguraikan dan menjelasan alasan-alasan apa 
yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. 
Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonee, 
harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu 
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harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. 
Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang 
logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata 
atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang 
masuk akal. 
 
c) Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif 
Pembuktian menurut undang-undang secara positif 
merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem 
pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. 
Pembuktian menurut undang-undang secara positif, 
“keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam 
sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya 
terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian 
dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. 
Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata 
“digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah 
dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut 
undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa 
tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin 
atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. 
Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim 
tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. 
Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” 
undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya 
tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya 
terdakwa. 
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d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 
Wettelijk Stelsel) 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian 
menurut keyakinan atau conviction-in time. 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang 
saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan 
tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu 
sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem 
pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil 
penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang 
itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-
undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya 
seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang 
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah 
menurut undang-undang.              
2) Sistem pembuktian yang dianut KUHAP 
Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan 
pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP 
adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk 
menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 
seseorang. 
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Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-
undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang 
paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah 
sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi 
tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalm 
sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antar 
sistem conviction in-time dengan “sistem pembuktian menurut 
undang-undang secara positif” (positief wettelijk stelsel) (M. Yahya 
Harahap, 2002 : 280). 
2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian 
Pengertian alat bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) 
yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk 
memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan (Bambang Waluyo, 1996 : 3) 
Mengenai alat bukti, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut :  
(1) Alat bukti yang sah ialah : 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa. 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas 
telah menentukan batasan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di 
luar alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut tidak 
boleh dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, 
penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukumnya hanya 
diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti seperti yang telah 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mereka tidak dapat dengan 
leluasa menentukan atau menggunakan alat bukti lain selain yang 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena alat-alat bukti yang 
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telah ditentukan tersebut telah dibenarkan mempunyai kekuatan 
pembuktian. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti di luar macam 
alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak 
mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat. 
Selanjutnya akan diuraikan kekuatan pembuktian dari masing-
masing alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP                          
(M. Yahya Harahap, 2002 : 294-333) yaitu : 
 
1. Keterangan Saksi 
Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 
KUHAP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri 
dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Sedangkan 
pengertian saksi juga dijelaskan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 
angka 26. Isi dari Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu “Saksi adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. 
Seseorang yang akan menjadi saksi, terlebih dahulu harus 
memenuhi syarat-syarat menjadi saksi. Pada umumnya semua orang 
dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 
168 KUHAP (Andi Hamzah, 1996 : 268) : 
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa; 
b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, 
saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan 
karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat 
ketiga; 
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c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersama-sama sebagai terdakwa.  
Mengenai sampai sejauh mana “kekuatan pembuktian” 
keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, maupun nilai kekuatan 
pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut. 
Berikut akan dijelaskan tentang kekuatan pembuktian 
keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan dalam sidang 
pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis : 
 
a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas, 
Kalau begitu pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat 
pembuktian yang sempurna” (volledig bewijskracht). Tegasnya, 
alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian 
sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan 
pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat 
dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah 
bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau 
“mengikat”. 
b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. 
Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang 
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 
tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas 
untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada 
penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak 
ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap 
keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran 
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yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau 
“menyingkirkannya”. 
2. Keterangan Ahli 
Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, 
keterangan ahli adalah “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Pada 
Pasal 186 KUHAP juga disebutkan bahwa “Keterangan ahli adalah apa 
yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 
Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan 
demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya 
dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti 
keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang 
melekat pada alat bukti keterangan ahli : 
a) Mempunyai kekuatan pembuktian yang “bebas” atau “vrij 
bewijskracht”. 
Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian 
yang sempurna dan menetukan. Terserah pada penilaian hakim. 
Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada 
keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan 
ahli dimaksud. Akan tetapi, seperti apa yang telah pernah 
diutarakan, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan 
dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung 
jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan 
demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. 
b) Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang 
diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja 
tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup 
dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika 
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Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat 
(2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip inipun, berlaku untuk 
alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja 
tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai 
dengan alat bukti lain. 
3. Surat 
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Bunyi dari 
Pasal 187 KUHAP adalah surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 
ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah, adalah : 
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya 
dan diperuntukkkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan; 
c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 
keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; 
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya 
denagn isi dari alat pembuktian yang lain. 
Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, 
dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan 
beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP. 
a) Ditinjau dari segi formal 
Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 
187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab 
bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi 
menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-
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undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam 
pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari 
seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan 
yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka 
ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut pada 
Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang bernilai 
“sempurna”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai 
nilai “pembuktian formal yang sempurna”. 
b) Ditinjau dari segi materiil 
Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut 
dalam Pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan 
mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan 
pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti 
surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan 
saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian yang “bersifat bebas”. Tanpa mengurangi 
sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 
187 huruf a, b, dan c sifat kesempunaan formal tersebut tidak 
dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang 
mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. 
Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. 
4. Petunjuk 
Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan alat bukti petunjuk 
adalah Pasal 188 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP 
dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, 
yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat (2) menyebutkan 
bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, 
keterangan terdakwa. Pada ayat (3) juga dituliskan bahwa penilaian 
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atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 
berdasarkan hati nuraninya. 
Peringatan yang digariskan dalam Pasal 188 ayat (3), 
merupakan “ajakan” kepada hakim, agar sedapat mungkin “lebih baik 
menghindari” penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian 
pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat 
penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. 
Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan 
pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, 
hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian “yang bebas” : 
a) hakim terikat atas kebenaran persesuian yang diwujudkan oleh 
petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan 
mempergunakannya sebagai upaya pembuktian, 
b) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan 
kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas 
minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai 
nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan 
sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. 
5. Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang urutannya 
paling terakhir di antara alat-alat bukti lain yang disebutkan dalam 
Pasal 184 KUHAP. Pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan 
keterangan terdakwa adalah Pasal 189. Bunyi dari Pasal 189 KUHAP 
tersebut adalah sebagai berikut : 
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. 
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan 
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keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau 
pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut : 
a) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas 
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat 
bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran 
yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau 
menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan 
alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran 
keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung oleh argumentasi 
yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian juga 
sebaliknya, seandainya hakim hendak menjadikan alat bukti 
keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian 
kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang 
argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang 
lain.   
b) Harus memenuhi batas minimum pembuktian 
Yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan 
pada Pasal 189 ayat (4), yang menentukan : “Keterangan terdakwa 
saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai 
dengan alat bukti yang lain”. Dari ketentuan ini jelas dapat disimak 
keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan 
sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, baru mempunyai 
nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4), 
sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian 
yang diatur dalam Pasal 183. Seperti yang sudah berulang-ulang 
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dijelaskan, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, 
tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika 
kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 
c) Hal inipun sudah berulang kali dibicarakan. Sekalipun kesalahan 
terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum 
pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan 
hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus 
melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem 
pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah : “pembuktian 
menurut undang-undang secara negatif”. Artinya di samping 
dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah 
maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi 
dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yng bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. 
3. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di 
Sidang Pengadilan 
a. Prinsip Pemeriksaan Persidangan 
1) Pemeriksaan terbuka untuk umum 
Semua sidang terbuka untuk umum. Pada saat majelis 
hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka 
untuk umum”. Semua orang yang hendak mengikuti jalannya 
persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan 
jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian 
makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar 
tercapai (M. Yahya Harahap, 2002 : 110). 
Ada pengecualian mengenai ketentuan bahwa semua sidang 
terbuka untuk umum. Pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 
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153 ayat (3) : “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali 
dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. 
Pada Pasal 153 ayat (4) juga dijelaskan bahwa apabila tidak 
dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan 
batalnya putusan demi hukum.  
2) Hadirnya terdakwa dalam persidangan 
Hukum tidak membenarkan proses peradilan in absentia 
dalam pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya 
terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat 
dilakukan (M. Yahya Harahap, 2002 : 111). 
Mengenai hal tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 154 
KUHAP. Yaitu bahwa jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa 
yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah 
diterapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah 
dipanggil secara sah. Kemudian apabila terdakwa dipanggil secara 
tidak sah, maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan 
memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada 
hari sidang berikutnya. Jika terdakwa ternyata telah dipanggil 
secara sah tetapi tetap tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah 
maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan 
hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali 
lagi.   
3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan 
Dalam hal ketua sidang memimpin pemeriksaan, diatur 
pada Pasal 217 KUHAP yaitu hakim ketua sidang memimpin 
pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Segala 
sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk 
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memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan 
segera dan cermat. 
Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, 
menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan 
jalannya pemeriksaan terdakwa. Semua tanya jawab harus 
melaluinya. Semua keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. 
Segala yang diperintahkan oleh hakim baik terhadap panitera, 
terdakwa, maupun terhadap penuntut umum, harus segera 
dilaksanakan dengan cermat sepanjang perintah itu menurut 
undang-undang guna memperlancar jalan pemeriksaan dan 
ketertiban persidangan (M. Yahya Harahap, 2002 : 113). 
4) Pemeriksaan secara langsung dengan lisan 
Pasal 153 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hakim ketua 
sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang 
dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti 
oleh terdakwa dan saksi. Berarti apabila ada saksi atau terdakwa 
yang tidak mengerti bahasa Indonesia dapat menggunakan juru 
bahasa, baik untuk bahasa daerah ataupun bahasa asing. 
Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan, 
tiada lain untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar 
dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab, dari pemeriksaan 
secara langsung dengan lisan, tidak hanya keterangan terdakwa 
atau saksi saja yang dapat didengar dan diteliti, tetapi sikap dan 
cara mereka memberikan keterangan, dapat menentukan isi dan 
nilai keterangan (M. Yahya Harahap, 2002 : 113). 
5) Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas 
Wajib menjaga pemeriksaan secara bebas maksudnya 
adalah pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi harus dilakukan 
dengan bebas yaitu melakukan sesuatu hal atau mengajukan suatu 
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pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan 
jawaban terhadap suatu pertanyaan secara bebas. Hal ini sesuai 
dengan bunyi Pasal 153 ayat (2) huruf b yaitu “Ia wajib menjaga 
supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang 
mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara 
tidak bebas”. 
6) Pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi 
Mendengarkan keterangan saksi lebih dulu dalam suatu 
pemeriksaan merupakan suatu prinsip yang diatur dalam KUHAP. 
Pasal yang mengatur mengenai pemeriksaan lebih dulu mendengar 
keterangan saksi adalah Pasal 160 ayat (1) huruf b. Bunyi pasal 
tersebut adalah “Yang pertama-tama didengar keterangannya 
adalah korban yang menjadi saksi”.  
b. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Sidang Pengadilan 
1) Pemeriksaan di sidang pengadilan 
a) Pemeriksaan perkara biasa 
Pada pemeriksaan perkara biasa, undang-undang tidak 
memberikan batasan tentang perkara-perkara yang termasuk 
dalam pemeriksaan biasa. 
Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku pula bagi 
pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu 
yang secara tegas dinyatakan lain (Andi Hamzah, 1996 : 246). 
Pemeriksaan perkara biasa dimulai dari ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali 
pada perkara atau kasus kesusilaan atau apabila terdakwanya 
adalah anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). 
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Pemeriksaan dilakukan secara lisan dengan menggunakan 
bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa dan 
saksi. Apabila hal ini tidak dipenuhi maka batal demi hukum 
(Pasal 153 ayat (4) KUHAP). 
Yang pertama dipanggil adalah terdakwa. Hakim ketua 
sidang menanyakan identitas terdakwa. Kemudian dibacakan 
surat dakwaan oleh penuntut umum. Terdakwa atau penasihat 
hukumnya dapat mengajukan keberatan atas surat dakwaan 
tersebut. 
Berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Mengenai 
pemeriksaan saksi telah diatur pada Pasal 160 KUHAP, bahwa 
yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban 
yang menjadi saksi. Setelah pemeriksaan saksi selesai maka 
dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan apabila 
diperlukan maka dihadirkan seorang ahli untuk dimintai 
pendapatnya tentang suatu ilmu yang dimilikinya yang 
berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani. 
Apabila pemeriksaan dalam persidangan sudah selesai 
maka penuntut umum dapat membacakan tuntutannya. Setelah 
hakim membacakan tuntutannya, terdakwa atau penasihat 
hukumnya dapat mengajukan pembelaan. Setelah itu hakim 
menyatakan pemeriksaan ditutup dan hakim dapat mengadakan 
musyawarah pengambilan putusan.    
b) Pemeriksaan singkat 
Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga 
bagi pemeriksaan singkat, kecuali ditentukan lain atau 
ditentukan secara khusus. Pasal 203 ayat (1) mengatakan 
bahwa : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat 
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ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk 
ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum 
pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya 
sederhana. 
Ada hal-hal yang secara khusus menyimpang dari acara 
pemeriksaan biasa. Hal itu adalah: 
1. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, hanya 
memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan 
menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu 
tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat 
dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat 
dakwaan (Pasal 203 ayat (3) a ). 
2. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam 
berita acara sidang (Pasal 203 ayat (3) d). 
3. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut 
(Pasal 203 ayat (3) e) (Andi Hamzah, 1996 : 252). 
c) Pemeriksaan cepat 
Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP. Yang 
pertama acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan yang 
kedua Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas 
Jalan. Yang pertama termasuk delik yang diancam dengan 
pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau 
denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan 
penghinaan ringan. Yang kedua termasuk perkara pelanggaran 
tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas 
jalan (Andi Hamzah, 1996 : 253). 
2) Proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan 
Proses pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan 
diawali dengan hakim ketua sidang membuka sidang dan 
menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali dalam perkara 
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Hakim ketua 
sidang memimpin sidang secara lisan dalam bahasa Indonesia. 
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Setelah sidang dinyatakan dimulai dan terbuka untuk 
umum, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa 
dibawa/dipanggil masuk ruangan sidang, jika dalam tahanan ia 
diharapkan dalam keadaan bebas (Moch. Faisal Salam, 2001 : 
273). 
Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang meneliti 
apakah orang yang dihadapkan ke muka sidang adalah orang yang 
sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan atau sesuai 
dengan orang yang telah diperiksa oleh penyidik  (Moch. Faisal 
Salam, 2001 : 273). 
Pasal 155 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pada 
permulaan sidang, hakim ketua sidang menyatakan kepada 
terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan 
segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. 
Kemudian pada Pasal 155 ayat (2) huruf a disebutkan 
bahwa sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut 
umum untuk membacakan surat dakwaan. Pada huruf b disebutkan 
bahwa selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada 
terdakwa apakah ia benar-benar sudah mengerti, apabila terdakwa 
ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim 
ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. 
Apabila terdakwa sudah mengerti apa yang didakwakan 
kepadanya, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada 
terdakwa untuk mengajukan tangkisan-tangkisan (exceptie). 
Tangkisan yang dimaksud untuk menghindarkan keputusan 
tentang pokok perkara, karena dengan menerima baik tangkisan-
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tangkisan itu perumusan pokok perkara itu tak perlu lagi dengan 
mengemukakan bahwa : 
1. Surat dakwaan itu tidak sah atau surat dakwaan tidak dapat 
diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
menurut undang-undang (obscuur libel). 
2. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. 
3. Hak penuntutan gugur karena kadaluarsa (Moch. Faisal Salam, 
2001 : 274).  
Proses berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Mendahulukan 
pemeriksaan saksi daripada terdakwa ditentukan dalam Pasal 160 
ayat (1) huruf b yaitu yang berbunyi : yang pertama-tama didengar 
keterangan adalah korban yang menjadi saksi. Hakim ketua sidang 
menanyakan kepada saksi mengenai identitas yang meliputi nama 
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin atau 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya 
apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan 
yang menjadi dasar perbuatan. 
Berikutnya adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Sama 
halnya dengan pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa juga 
diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa. 
Setelah pemeriksaan terhadap terdakwa, dilanjutkan dengan 
pemeriksaan ahli. Semua ketentutan yang berlaku untuk saksi, 
berlaku pula untuk ahli. Misalnya seorang ahli mempunyai 
hubungan sedarah, semenda, dan pertalian perkawinan dengan 
terdakwa, tidak boleh didengar keterangannya sebagai ahli. Ahli 
tersebut boleh mengundurkan diri sebagai ahli. Seorang ahli harus 
memberikan keterangan mengenai ilmu yang sesuai dengan 
perkara yang sedang diperiksa dan seorang ahli wajib 
mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. 
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Menurut Pasal 182 ayat (1), setelah pemeriksaan selesai, 
penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Terdakwa atau 
penuntut umum dapat mengajukan pembelaan atas tuntutan dari 
penuntut umum. Apabila acara selesai maka hakim ketua sidang 
menyatakan sidang ditutup. 
Proses yang terakhir adalah musyawarah pengambilan 
putusan oleh para hakim. Apabila perlu musyawarah dilakukan 
setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum meninggalkan ruangan 
sidang. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan pada hari itu 
dan diumumkan pada hari itu juga atau hari lain. 
B. Kerangka Pemikiran 
Terjadinya tindak pidana dari hari ke hari semakin meningkat dan 
beragam jenisnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya berbagai faktor. Di 
antaranya adalah kurangnya pengamanan, kurangnya kewaspadaan, atau 
bahkan adanya kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. 
Setelah terjadi tindak pidana, perkara tersebut akan diproses menurut 
hukum. Pada tahap pemeriksaan perkara di persidangan akan melalui tahap 
pembuktian. 
Di antara alat-alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, salah satunya 
adalah alat bukti berupa keterangan ahli. Dalam pemeriksaan alat bukti 
keterangan ahli di sidang pengadilan hakim harus memperhatikan peran ahli 
dan kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli tersebut. Dari tahap 
pembuktian tersebut dapat membantu hakim dalam mengambil putusan atas 
suatu perkara atau tindak pidana. 
Dari uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 
sebagai berikut : 
 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan di 
Sidang Pengadilan Terhadap Kasus VCD Bajakan 
Pada dasarnya pengadaan keterangan ahli sangat penting dipergunakan 
sebagai rangkaian hukum pembuktian. Keberadaan dan peran saksi ahli 
dikatakan penting karena merupakan faktor penentu dalam pengungkapan 
kasus atau perkara, khususnya dalam penulisan hukum ini adalah mengenai 
perbedaan antara VCD yang asli dengan VCD palsu (bajakan).  
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara 
pidana adalah (www.kdp.or.id) : 









a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling 
mendukung antara satu dengan yang lainnya. 
b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 
bersalah melakukan suatu tindak pidana. 
c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain 
adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. 
Terdapat lima macam alat bukti sah yang tercantum dalam hukum 
acara pidana sebagai upaya pembuktian kesalahan terdakwa dan tidak dipakai 
sebagai alat bukti untuk membebaskan terdakwa. Salah satu dari lima alat 
bukti sah tersebut adalah adalah berupa alat bukti keterangan ahli. Perlunya 
keterangan ahli sebagai alat bukti karena semakin majunya masyarakat 
Indonesia, termasuk ilmu pengetahuan di segala bidang yang telah 
berkembang sedemikian pesat seiring dengan perkembangan teknologi.  
Adanya teknologi yang semakin canggih tersebut maka perlu adanya 
keterangan ahli untuk menerangkan mengenai perbedaan VCD yang asli 
dengan VCD yang palsu (bajakan), pihak yang dirugikan atas perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Saksi ahli yang didatangkan di persidangan dalam 
kasus VCD bajakan ini adalah Saudara R. Teguh Santosa, S.H. sebagai saksi 
ahli dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman 
Indonesia) Jawa Timur.  
Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 yang 
menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu 
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan memahami pengertian 
umum mengenai keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli dapat 
diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan, yaitu pada tahap 
penyidikan atau dalam proses penuntutan dan dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, telah diatur pada Pasal 
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186 KUHAP yang berbunyi : “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 
nyatakan dalam sidang pengadilan”. 
Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, dijelaskan pula pada 
Pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai tujuan didatangkannya saksi ahli dalam 
persidnagan. Tujuannya adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana, 
maka keterangan ahli sebagai bukti yang sah tersebut tidak dikesampingkan 
begitu saja oleh hakim. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, 
tidak menyinggung pokok perkara pidana yang sedang diperiksa. Lebih 
ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang menjadi 
lebih terang atau jelas yaitu tentang sesutu hal atau keadaan. 
Mengenai pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangan di 
persidangan, secara teoritis akan dikenakan sanksi apabila saksi ahli yang 
telah dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri. 
Menjadi saksi adalah kewajiban hukum setiap orang. Pasal 224 KUHP 
menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru 
bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu 
kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, 
diancam : 
ke-1 : dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan  
bulan. 
ke-2  : dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.  
Yang dimaksud sebagai alat bukti keterangan ahli dalam kasus VCD 
bajakan ini adalah keterangan yang disampaikan di persidangan oleh 
seseorang yang  didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur 
Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur. Keterangan ahli merupakan 
salah satu alat bukti yang sah yang dapat diajukan pada saat pembuktian di 
persidangan. Dapat dikatakan bahwa dengan didatangkannya alat bukti 
seorang ahli dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha 
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Rekaman Indonesia) Jawa Timur yaitu untuk memberikan keterangan di 
persidangan, berarti telah sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP. 
Seorang ahli bisa menjadi saksi, hanya saja saksi ahli tidak mendengar, 
mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi. Dalam 
kasus VCD bajakan ini seorang ahli memberikan keterangan di persidangan. 
Keterangan yang disampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kasus 
yang sedang disidangkan tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh saksi 
ahli tersebut antara lain mengenai : 
1. Perlunya adanya izin apabila seseorang hendak menggunakan, 
menggandakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang 
telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan 
tujuan komersil. 
2. Barang bukti berupa VCD tersebut merupakan hasil pelanggaran hak 
cipta, artinya VCD tersebut adalah VCD bajakan. 
3. Perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu (bajakan). 
Dalam keterangannya, saksi ahli yang dihadirkan dari Divisi Advokasi 
APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur 
menerangkan mengenai perbedaan VCD dan DVD yang asli dengan yang 
bajakan atau palsu, yaitu sebagai berikut :  
a. Cover (album) pada VCD atau DVD yang asli cetakan offset berwarna 
terang dan jelas, dicetak di atas kertas tebal, sedangkan cover (album) 
pada VCD atau DVD bajakan dicetak di atas kertas tipis dengan sablon, 
diprint warna tipis (hanya foto copy). 
b. Isi cover produk asli, terdapat tulisan judul album, judul lagu, nama 
pencipta, aransement, penyanyi, terdapat logo dan nama perusahaan 
rekaman, ditempel hologram perusahaan, logo dan alamat perusahaan, 
dan ditempel stiker PPN. Sedangkan pada VCD atau DVD palsu 
(bajakan) terdapat judul album tetapi kadang dirubah judulnya, judul 
lagu (tidak memuat pencipta atau penyanyi), tidak terdapat hologram dan 
tidak terdapat stiker PPN. 
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c. Keping VCD produk asli, gambarnya tercetak jelas dan terang, gambar 
plat CD sama dengan gambar cover (tembus), di dalam tengah antara 
lubang terdapat grafir tulisan judul album dan side cord, sedangkan pada 
produk palsu (bajakan) judul dicetak tidak terang (polosan) atau hanya 
print tulisan judul album, tidak ada grafir side cord. 
Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim 
untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan 
keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain 
untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya (www.kdp.or.id). Hal ini 
berarti bahwa pada alat bukti keterangan ahli tidak melekat kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan menentukan. Semua diserahkan pada hakim. 
Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh 
seorang ahli, khususnya dalam perkara VCD bajakan yang saksi ahlinya 
didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha 
Rekaman Indonesia) Jawa Timur. Tetapi perlu diketahui bahwa hakim dalam 
menilai keterangan ahli, harus tetap terdapat tanggung jawab agar terwujud 
kebenaran yang sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum. 
Keterangan ahli saja tidak cukup untuk dapat membuktikan suatu 
kasus. Maka dari itu perlu adanya alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan prinsip 
minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 
KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di wilayah Pengadilan Negeri 
Kediri yaitu mengenai kasus VCD bajakan, berdasarkan keterangan ahli yang 
disampaikan oleh saksi ahli yang didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI 
(Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur, ternyata 
hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan 
 48 
oleh Saudara R. Teguh Santosa, S.H. sebagai saksi ahli dari Divisi Advokasi 
APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur. Hal 
ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap 
kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa 
yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Dalam 
pertimbangannya hakim menyatakan sebagai berikut : 
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada, majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik 
yang didakwakan dan apakah perbuatan Terdakwa mampu 
dipertanggungjawabkan. 
- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara 
alternatif yaitu : 
Pertama :     melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No. 19   Tahun 
2002 tentang Hak Cipta 
Kedua   :    melanggar Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 
1992 tentang Perfilman 
Dimana dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis cenderung 
untuk membuktikan dakwaan pertamanya yang mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut : 
- Barangsiapa. 
- Dengan sengaja memamerkan atau mengedarkan kepada umum suatu 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta. 
- Menimbang bahwa terhadap unsur “barangsiapa” adalah menunjuk orang 
sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dimana dalam 
perkara ini  berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang 
diduga dengan sengaja memamerkan atau mengedarkan kepada umum 
suatu hasil pelnggaran Hak Cipta adalah HARI SUTANTO alias KOH AN 
bin SUYITNO dengan identitas seperti tersebut dalam dakwaan dan yang 
diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, karenanya menurut majelis 
unsur ini telah terpenuhi. 
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- Menimbang bahwa terhadap unsur “dengan sengaja memamerkan atau 
mengedarkan kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta”, 
yang disebut dengan sengaja adalah perbuatan tersebut memang 
dikehendaki atau menjadi tujuan si pelaku. Yang dimaksud kepada umum 
adalah kepada masyarakat, sedangkan Hak Cipta dalam undang-undang ini 
dianggap sebagai benda bergerak yang merupakan hak eksklusif bagi 
pencipta atau pemegang haknya untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, dimana yang termasuk mengumumkan antara 
lain memamerkan atau mengedarkan, dan Hak Cipta yang dilindungi 
adalah dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, sehingga apabila 
pengumuman dilakukan oleh seseorang yang bukan penciptanya atau 
pemegang haknya, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Hak 
Cipta, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di 
persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2006, sekitar 17.30 
WIB di persewaan (Studio Rental) VCD dan DVD di Jalan Sriwijaya No. 
39 Kel. Kemasan, Kec. Kota, Kota Kediri milik Terdakwa, petugas 
menemukan kaset-kaset VCD dan DVD, dimana VCD tersebut tidak ada 
tanda hologramnya, cover tidak ada tanda pelunasan PPN-nya, sehingga 
bukan VCD dan DVD yang diizinkan beredar oleh penciptanya, dimana 
umum atau masyarakat dapat dengan bebas keluar masuk tempat 
persewaan tersebut untuk menyewa VCD dan DVD yang dapat dipilihnya 
yang mana Terdakwa menyewakan kaset-kaset tersebut kepada umum 
sudah selama 9 (sembilan) tahun dengan penghasilan antara Rp 
100.000,00 sampai Rp 150.000,00, jelas sebuah VCD dan DVD tersebut  
adalah suatu barang hasil ciptaan dalam bidang seni yaitu sinematografi 
yang termasuk dalam salah satu ciptaan yang dilindungi dan Terdakwa 
bukan orang yang diberi hak dari penciptanya untuk memamerkan atau 
mengedarkan dengan cara menyewakan karena VCD dan DVD tersebut 
bukan VCD dan DVD yang asli karenanya unsur inipun menurut majelis 
telah terpenuhi pula. 
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- Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan pertama telah 
terpenuhi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. 
- Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak 
terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat 
menghapus pidana baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa 
harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan patut dihukum. 
- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu 
memperhatikan adanya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang 
memberatkan Terdakwa. 
Hal-hal yang meringankan :  
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang. 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa disamping merugikan penciptanya juga 
merugikan negara. 
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat 
perintah atau penetapan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum 
putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena masih ada 
sisa waktu yang harus dijalankannya sudah sepatutnya terdakwa 
diperintahkan tetap berada dalam tahanan. 
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 759 (tujuh ratus lima 
puluh sembilan) keping VCD dan DVD karena telah terbukti bajakan 
sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan. 
- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepadanya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang telah dituangkan 
dalam putusan, maka majelis mengadili :  
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- Menyatakan Terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : 
“tanpa hak dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan/menjual kepada umum suatu ciptaan barang hasil 
pelanggaran Hak Cipta”. 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan. 
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. 
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
- Memerintahkan barang bukti berupa 725 (tujuh ratus dua puluh lima) 
keping VCD dan 34 (tiga puluh empat) keping DVD, dirampas untuk 
dimusnahkan. 
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1000,00.  
Banyak hal yang berkembang di luar disiplin ilmu hukum, sehingga 
tidaklah mengherankan apabila kiranya hakim menaruh kepercayaan terhadap 
keterangan ahli yang disampaikan oleh Saudara R. Teguh Santosa, S.H. yang 
berasal dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman 
Indonesia) Jawa Timur. Keterangan ahli atau saksi ahli benar-benar dapat 
menyumbangkan kejelasan atas penyelesaian suatu perkara, khususnya 
perkara pidana mengenai VCD bajakan.  
Dari kesaksian atau keterangan tersebut, hakimpun menjadi lebih 
merasa memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu 
pemeriksaan atau penyelesaian perkara pidana. Banyak pertanyaan-pertanyaan 
yang dilontarkan kepada saksi ahli tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dapat diperoleh jawaban yang jelas dari saksi ahli mengenai hal-hal 
yang sebelumnya tidak atau belum diketahui hakim, yaitu mengenai hal-hal 
yang berkaitan dengan VCD dan DVD bajakan. Berarti dapat dikatakan bahwa 
terdapat korelasi positif antara keterangan ahli dengan keputusan hakim. 
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B. Peran Ahli Dalam Proses Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Terhadap 
Kasus VCD Bajakan 
 Kata keterangan ahli sudah tidak asing lagi di dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana. Hal ini berkenaan dengan proses pembuktian 
terhadap suatu perkara pidana yang berlangsung di sidang pengadilan. 
Pembuktian merupakan jantung persidangan. Saat itulah penuntut umum 
maupun tersangka harus mampu berargumen dan mengajukan bukti yang 
benar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keterangan ahli 
merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam 
membuktikan suatu perkara pidana di sidang pengadilan. Mengenai alat bukti 
yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, dapat 
dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. 
 Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan, hakim 
mungkin akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan 
ilmu yang dimilikinya sebab hakim bukanlah orang yang ahli dalam segala 
hal. Untuk mendapatkan kepastian tentang suatu hal, misalnya tentang VCD 
dan DVD bajakan yang belum tentu diketahui oleh hakim berdasarkan ilmu 
yang ada padanya. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang yang ahli 
dalam bidangnya supaya memberikan keterangan atau pendapatnya tentang 
suatu hal yang berkaitan dengan perkara atau kasus yang sedang diperiksa di 
pengadilan. 
 Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut merupakan 
keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Seorang 
ahli wajib memberikan keterangan secara jujur dan tidak memihak, serta 
obyektif. Kesaksian ini sangat diperlukan baik oleh hakim maupun penuntut 
umum untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu perkara atau 
kasus di pengadilan.   
 Keterangan ahli adalah keterangan diberikan oleh seseorang yang 
memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dapat diperlukan untuk 
 53 
memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangannya 
dapat digunakan dalam proses perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat 
menjadi saksi. Hanya saja, saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan ini 
tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang 
terjadi (www.kdp.or.id). 
 Sama halnya dengan seorang saksi, menurut hukum, seorang ahli yang 
dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk (www.kdp.or.id) : 
1. Menghadap atau datang ke persidangan, setelah dipanggil patut menurut 
hukum. 
2. Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan 
(dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus). 
3. Memberi keterangan yang benar. 
 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dengan berpedoman pada 
sistem pembuktian maka sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, 
terlebih dahulu harus menilai semua alat bukti yang sah sebagai masukan atas 
keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang 
didakwakan tersebut terbukti atau tidak. 
 Penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh selama penelitian. 
Berkas perkara yang dipelajari di sini adalah berkas perkara yang telah diputus 
pada pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Kediri. Penulis 
hanya mengambil satu kasus yang diperkirakan dapat menjawab pokok 
permasalahan yang telah dituliskan pada bab pendahuluan. Berkas perkara 
tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen 
putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Kediri, yaitu mengenai 
perkara pelanggaran hak cipta dengan perkara Nomor : 
157/Pid.B/2006/PN.Kdr. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kediri 
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dengan perkara Nomor : 157/Pid.B/2006/PN.Kdr, atas perkara pidana yang 
mengdili : 
 Nama  :  HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO 
 Umur  :  32 tahun 
 Tempat Lahir :  Kediri 
 Pekerjaan :  Swasta 
 Kebangsaan :  Indonesia 
 Alamat :  Jl. Sriwijaya No. 39 Kel. Kemasan, Kec. Kota, Kediri 
 Berikut ini akan diuraikan mengenai duduk perkara yaitu mengenai 
perkara VCD bajakan. Duduk perkaranya sebagai berikut : 
- Bahwa Terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO pada 
Hari Selasa, tanggal 21 Maret 2006 sekitar pukul 17.30 WIB atau 
setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2006, di persewaan VCD dan 
DVD “Studio Rental” milik Terdakwa di Jalan Sriwijaya No. 39, Kota 
Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau suatu barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, perbuatan 
mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya sejak tahun 1997 Terdakwa membuka usaha persewaan 
(rental) VCD dan DVD dengan nama “Studio Rental”. Di tempat 
persewaan (rental) VCD dan DVD miliknya tersebut Terdakwa 
menyewakan kepada masyarakat umum keping VCD dan DVD yang ia 
miliki. Keping VCD dan DVD yang Terdakwa sewakan itu berisikan 
film-film berbagai jenis diantaranya adalah film Indonesia, film India, 
film Mandarin, dan film Barat. Keping VCD dan DVD tersebut 
Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko Sakti Kusuma 
Utama dan membeli kepada sales yang datang ke rumah Terdakwa. 
Jumlah keseluruhan VCD dan DVD yang ia miliki adalah sebanyak 759 
(tujuh ratus lima puluh sembilan) keping, dengan perincian 725 (tujuh 
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ratus dua puluh lima) keping berbentuk VCD dan 34 (tiga puluh empat) 
keping DVD. 
- Bahwa Terdakwa menyewakan keping-keping VCD dan DVD yang 
berisikan film-film tersebut adalah dengan cara penyewa yang akan 
menyewakan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dengan 
menggunakan KTP dan menyerahkan deposit (jaminan) sebesar Rp 
20.000,00 per keping VCD dan DVD, setelah itu penyewa akan memilih 
film yang diinginkannya. Untuk setiap keping VCD dan DVD berisikan 
film Indonesia, film India, dan film Mandarin Terdakwa menyewakan 
seharga Rp 2.000,00 dan untuk film barat seharga Rp 3000,00. Dalam 
sehari omset Terdakwa menyewakan VCD dan DVD tersebut adalah 
kurang lebih sebesar Rp 150.000,00. 
- Bahwa keping-keping VCD dan DVD yang Terdakwa sewakan kepada 
masyarakat umum tersebut merupakan VCD dan DVD bajakan atau 
tidak asli dan merupakan hasil memperbanyak yang tidak mendapatkan 
izin dari penciptanya atau pemegang hak ciptanya. Keping VCD dan 
DVD yang Terdakwa sewakan tersebut tidak memiliki hologram yang 
menunjukkan bahwa peredaran VCD dan DVD tersebut telah membayar 
PPN sebagai tanda menunjukkan keasliannya, mempunyai kualitas 
gambar dan suara yang jelek dan tidak konstan yang tidak sama seperti 
VCD dan DVD yang asli. 
- Bahwa ia Terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO 
pada Hari Selasa, tanggal 21 Maret 2006 sekitar pukul 17.30 WIB atau 
setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2006, di persewaan VCD dan 
DVD “Studio Rental” milik Terdakwa di Jalan Sriwijaya No. 39, Kota 
Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja mengedarkan, 
mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang 
disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, perbuatan mana dilakukan 
Terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
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- Bahwa awalnya sejak tahun 1997  Terdakwa membuka usaha persewaan 
(rental) VCD dan DVD dengan nama “Studio Rental”. Di tempat 
persewaan (rental) VCD dan DVD miliknya tersebut Terdakwa 
menyewakan kepada masyarakat umum keping VCD dan DVD yang ia 
miliki. Keping VCD dan DVD yang Terdakwa sewakan itu berisikan 
film-film berbagai jenis diantaranya adalah film Indonesia, film India, 
film Mandarin, dan film Barat. Keping VCD dan DVD tersebut 
Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di toko Sakti Kusuma 
Utama dan membeli kepada sales yang datang ke rumah Terdakwa. 
Jumlah keseluruhan VCD dan DVD yang ia miliki adalah sebanyak 759 
(tujuh ratus lima puluh sembilan) keping, dengan perincian 725 (tujuh 
ratus dua puluh lima) keping berbentuk VCD dan 34 (tiga puluh empat) 
keping DVD. 
- Bahwa Terdakwa menyewakan keping-keping VCD dan DVD yang 
berisikan film-film tersebut adalah dengan cara penyewa yang akan 
menyewakan terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dengan 
menggunakan KTP dan menyerahkan deposit (jaminan) sebesar Rp 
20.000,00 per keping VCD dan DVD, setelah itu penyewa akan memilih 
film yang diinginkannya. Untuk setiap keping VCD dan DVD berisikan 
film Indonesia, film India, dan film Mandarin Terdakwa menyewakan 
seharga Rp 2.000,00 dan untuk film barat seharga Rp 3000,00. Dalam 
sehari omset Terdakwa menyewakan VCD dan DVD tersebut adalah 
kurang lebih sebesar Rp 150.000,00. 
- Bahwa keping-keping VCD dan DVD yang Terdakwa sewakan kepada 
masyarakat umum tersebut tidak memiliki hologram yang menunjukkan 
bahwa peredaran VCD dan DVD tersebut telah melalui pemeriksaan 
Lembaga Sensor Film Indonesia dan telah membayar PPN dan pada 
cover VCD dan DVD tersebut tidak terdapat tulisan mengenai batasan 
umur yang diperbolehkan untuk menonton isi VCD dan DVD tersebut, 
serta pada awal tayangan isi VCD dan DVD tidak terdapat peringatan 
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dari Lembaga Badan Sensor Film yang menyatakan kalau film tersebut 
telah lulus sensor dan dapat ditonton. 
Pada tahap pembuktian, dihadirkan seorang saksi ahli dan beberapa 
saksi untuk memperjelas perkara pidana mengenai pelanggaran hak cipta 
tersebut. Lebih jelasnya lagi yaitu mengenai tindak pidana mengedarkan, 
memamerkan kepada umum kaset VCD illegal atau yang ada kaitannya 
dengan pelanggaran hak cipta yang tanpa dilengkapi surat izin (lisensi) yang 
berhak sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Terdakwa juga dianggap 
melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, 
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 
1992 tentang Perfilman. Hal ini berarti bahwa Terdakwa dianggap melakukan 
tindak pidana yang tercantum pada Pasal 40 ayat (3)  Undang-Undang No. 8 
Tahun 1992 tentang Perfilman.  
Bunyi Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta secara lengkap yaitu : 
“Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP 
500.000.000,00 (lima ratus juta)”. 
Bunyi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 tentang 
Perfilman secara lengkap yaitu : 
“Untuk mewujudkan arah tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, setiap film dan reklame yang akan 
diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor”. 
Sedangkan bunyi Pasal 40 ayat (3)  Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 
tentang Perfilman yaitu : 
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“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan 
dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1)”. 
Dalam penulisan hukum ini, penulis hanya mengkaji mengenai alat 
bukti berupa keterangan ahli saja. Terutama keterangan ahli yang diberikan 
dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu yang diatur dalam Pasal 
186 KUHAP yang berbunyi : “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli 
nyatakan dalam sidang pengadilan”. Berdasarkan berita acara persidangan 
yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 
157/Pid.B/2006/PN.Kdr, saksi ahli yang didatangkan bernama R. Teguh 
Santosa, S.H. yaitu yang berasal dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi 
Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur. 
R. Teguh Santosa, S.H. yaitu yang berasal dari Divisi Advokasi APPRI 
(Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur dihadirkan 
dalam persidangan adalah sebagai saksi ahli. Saksi ahli tersebut telah 
mengenal dan mendalami bidang rekaman suara dan gambar sejak tahun 2000, 
sejak rekaman berupa pita suara (cassette) hingga berupa rekaman gambar dan 
suara (VCD), dan pendidikan pengenalan teknik pembuatan VCD secara 
pabrikkan dan duplicator dan komputer pada tahun 2003 di Surabaya serta 
mengikuti seminar-seminar. 
Tugas saksi ahli dari APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman 
Indonesia) telah diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga APPRI adalah sebagai berikut : 
1. Mengontrol dan mengkoordinasi bagi anggota Asosiasi Pembelian Hak 
Cipta atas lagu dari pencipta. 
2. Menyelesaikan perselisihan antara anggota asosiasi dengan anggota 
dan/atau dengan pencipta, dan/atau dengan badan hukum atau perorangan 
yang berkaitan dengan bidang rekaman, hak cipta, dan sebagainya. 
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3. Memberikan keterangan-keterangan kepada siapapun baik penyidik di 
tingkat kepolisian dan kejaksaan, maupun di hadapan hakim dalam 
persidangan yang menyangkut bidang rekaman suara dan gambar, serta 
hak cipta baik menyangkut teknis maupun prosedur. 
4. Merumuskan upaya penanggulangan dan pemberantasan VCD bajakan, 
khususnya menyangkut produk anggota asosiasi dengan memperhatikan 
fungsi control volume pasar atas suatu album rekaman yang telah beredar. 
Dalam memberikan keterangan di persidangan, saksi ahli tersebut 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif 
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberikan izin kepada orang atau badan hukum untuk 
memanfaatkan atau memakai atau mengguankan karya ciptanya, dengan tujun 
untuk dikomersilkan. Kemudian dijelaskan juga oleh saksi ahli mengenai 
pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak cipta, yaitu : 
1. Pencipta sendiri atas suatu karya cipta 
2. Ahli waris pencipta, apabila pencipta meninggal dunia. 
3. Seseorang dan/atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari 
pencipta untuk menggunakan hak cipta dengan tujuan dikomersilkan. 
Berdasarkan berita acara persidangan dapat diketahui bahwa 
keterangan yang disampaikan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan pada 
perkara pidana VCD dan DVD bajakan dengan terdakwa HARI SUTANTO 
alias KOH AN bin SUYITNO adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa pada dasarnya apabila seseorang hendak menggunakan, 
menggandakan, mengedarkan, dan menjual album rekaman VCD yang 
telah dikeluarkan atau diproduksi oleh pengusaha rekaman dengan tujuan 
komersil, maka sebelum album rekaman tersebut digandakan atau 
diperbanyak dalam bentuk VCD, maka seseorang atau badan hukum 
tersebut harus atau wajib meminta izin terlebih dahulu kepada produsen 
rekaman yang telah mengeluarkan album tersebut. 
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2. Bahwa barang bukti VCD dan DVD ini merupakan produk hasil 
pelanggaran hak cipta atau bajakan (hasil pelanggaran hak cipta), karena 
tidak terdapat izin dari pemegang (tidak ada izin dari produsen rekaman) 
dan tidak terdapat produk anggota APPRI. 
3. Bahwa produksi VCD atau DVD yang asli dan yang palsu (bajakan), ciri-
cirinya : 
a. Cover (album) pada VCD atau DVD yang asli cetakan offset berwarna 
terang dan jelas, dicetak di atas kertas tebal, sedangkan cover (album) 
pada VCD atau DVD bajakan dicetak di atas kertas tipis dengan 
sablon, diprint warna tipis (hanya foto copy). 
b. Isi cover produk asli, terdapat tulisan judul album, judul lagu, nama 
pencipta, aransement, penyanyi, terdapat logo dan nama perusahaan 
rekaman, ditempel hologram perusahaan, logo dan alamat perusahaan, 
dan ditempel stiker PPN. Sedangkan pada VCD atau DVD palsu 
(bajakan) terdapat judul album tetapi kadang dirubah judulnya, judul 
lagu (tidak memuat pencipta atau penyanyi), tidak terdapat hologram 
dan tidak terdapat stiker PPN. 
c. Keping VCD produk asli, gambarnya tercetak jelas dan terang, gambar 
plat CD sama dengan gambar cover (tembus), di dalam tengah antara 
lubang terdapat grafir tulisan judul album dan side cord, sedangkan 
pada produk palsu (bajakan) judul dicetak tidak terang (polosan) atau 
hanya print tulisan judul album, tidak ada grafir side cord. 
4. Bahwa untuk satu keping VCD atau DVD produk yang asli harganya lebih 
kurang sebesar Rp 7000,00 di pasaran dijual antara Rp 10.000,00 sampai 
Rp 12.000,00, sedangkan untuk VCD atau DVD yang bajakan harganya 
sebesar Rp 1.800,00 dan dijual antara Rp 3000,00 sampai Rp 5000,00. 
5. Bahwa pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan menjual 
VCD atau DVD bajakan tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Negara, yakni berkurangnya pendapatan negara dari PPN. 
b. Produsen atau pengusaha rekaman. 
c. Pencipta lagu. 
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d. Artis atau penyanyi atau pemain musik. 
e. Konsumen atau masyarakat. 
Berikut akan dituliskan mengenai pengertian hak cipta, pemegang hak 
cipta, dan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta secara lengkap : 
Pasal 1 angka 1 : 
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk 
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Pasal 1 angka 4 : 
“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak 
yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima 
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.  
Pasal 12 ayat (1) : 
Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : 
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari 
hasil pengalihwujudan. 
Pada kasus atau perkara pidana VCD bajakan dengan Terdakwa HARI 
SUTANTO alias KOH AN bin SUYITNO, yang telah melanggar Pasal 72 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
Terdakwa dianggap telah menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait. Lebih khususnya lagi adalah hak cipta yang terdapat pada 
suatu ciptaan yang dilindungi yaitu berupa sinematografi. Penjelasan dari 
Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
menyebutkan bahwa karya sinematografi yang merupakan media komunikasi 
massa gambar gerak (moving image)  antara lain meliputi : film dokumenter, 
film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film 
kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, 
piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk 
dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di 
media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun 
televisi, atau perorangan. 
Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas bahwa VCD dan DVD 
bajakan yang disewakan di “Studio Rental” milik Terdakwa di Jalan Sriwijaya 
No. 39, Kota Kediri merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang 
yaitu berupa karya sinematografi, karena pada “Studio Rental” milik 
Terdakwa menyewakan VCD dan DVD film Indonesia, film India, film 
Mandarin, dan film Barat. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, karya sinematografi dapat 
berupa film cerita yang dibuat dengan skenario. Film Indonesia, film India, 
film Mandarin, dan film Barat dapat dikategorikan sebagai film cerita yang 
dibuat dengan skenario seperti yang disebutkan pada Penjelasan Pasal 12 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 
Dasar yang umum untuk memasuki peranan ahli dalam membantu 
penyidikan perkara pidana dimulai pada Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP, 
dan selanjutnya kewajiban ahli untuk membantu penyidikan diatur pada Pasal 
120 KUHAP. Bunyi dari masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:  
Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP : 
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Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
Pasal 120 KUHAP : 
(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli 
atau orang yang memiliki keahlian khusus. 
(2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka 
penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya 
yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, 
pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat 
menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. 
Ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum 
bagi bantuan ahli yang didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi 
Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur.  
Peranan saksi ahli yang didatangkan dari Divisi Advokasi APPRI 
(Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) Jawa Timur tersebut 
dalam peradilan pidana sangat diperlukan untuk memberi keterangan guna 
kepentingan pemeriksaan dalam kasus atau perkara pidana, khususnya 
mengenai kasus VCD bajakan dengan terdakwa HARI SUTANTO alias KOH 
AN bin SUYITNO. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kebebasan hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Artinya keterangan yang 
disampaikan oleh saksi ahli tersebut dapat mempengaruhi hakim dalam 
memutuskan perkara pidana mengenai VCD bajakan. 
Keterangan ahli yang disampaikan oleh seorang ahli tidak harus 
diyakini oleh hakim, apabila keterangan tersebut bertentangan dengan 
keyakinannya, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan mengapa ia 
kurang yakin dengan disertai alasan-alasan yang tepat dan hakim tersebut 
dapat mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan saksi-saksi yang ada. 
Jadi keterangan ahli, khususnya keterangan yang disampaikan di 
sidang pengadilan terhadap kasus VCD bajakan yaitu yang didatangkan dari 
Divisi Advokasi APPRI (Asosiasi Penyalur Pengusaha Rekaman Indonesia) 
Jawa Timur mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan. Hal ini 
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dikarenakan saksi ahli memberikan keterangan-keterangan antara lain 
mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, dan 
menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi oleh 
pengusaha rekaman dengan tujuan komersil. Hal lain yang disampaikan oleh 
saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa barang bukti berupa VCD tersebut 
merupakan VCD bajakan dan menjelaskan perbedaan VCD yang asli dengan 
yang palsu. Saksi ahli juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat 
dinyatakan sebagai pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang dirugikan oleh 
terdakwa atas perbuatan menjual VCD atau DVD bajakan tersebutketerangan 
ahli yang diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan dianggap sebagai 
keterangan ahli yang mempunyai peranan  sangat penting yang menentukan 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim 
untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan 
dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada 
keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih 
membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang 
sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi 
ahli di persidangan dengan terdakwa HARI SUTANTO alias KOH AN bin 
SUYITNO ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap 
keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Hal ini dapat dilihat adanya 
pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam 
 65 
menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada 
pertimbangan-pertimbangan hakim.  
2. Peran keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan 
suatu kasus atau perkara VCD bajakan ini  adalah memberikan keterangan 
dalam persidangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan antara lain 
mengenai pentingnya izin apabila hendak menggunakan, mengedarkan, 
dan menjual album rekaman VCD yang telah dikeluarkan atau diproduksi 
oleh pengusaha rekaman dengan tujuan komersil. Hal lain yang 
disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan adalah bahwa barang bukti 
berupa VCD tersebut merupakan VCD bajakan dan menjelaskan 
perbedaan VCD yang asli dengan yang palsu. Saksi ahli juga menjelaskan 
mengenai pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai pemegang hak cipta 
dan pihak-pihak yang dirugikan oleh terdakwa atas perbuatan 
mengedarkan VCD atau DVD bajakan tersebut. Keterangan yang 
disampaikan oleh saksi ahli dirasa penting karena hakim bukanlah orang 
yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui persoalan yang 
tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya. 
B. Saran 
1. Kepada hakim, diharapkan memanggil saksi ahli apabila memang benar-
benar dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara atau kasus dalam 
pemeriksaan di persidangan. Seperti pada kasus atau perkara VCD dan 
DVD bajakan ini. Diharapkan pula hakim untuk menanyai saksi ahli 
secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenan dengan kasus atau 
perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli 
adalah mengenai hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki saksi ahli tersebut. 
2. Kepada penuntut umum, juga diharapkan untuk memberikan pertanyaan-
pertanyaan secara mendetail atau lebih rinci kepada saksi ahli mengenai 
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hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara yang sedang diperiksa. 
Hal ini berkaitan dengan tuntutan yang akan dibuat oleh penuntut umum.  
3. Kepada saksi ahli, diharapkan hadir apabila diminta untuk memberikan 
keterangan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan kasus atau perkara 
yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ynag dimilikinya. Saksi ahli dapat 
hadir setelah dipanggil secara patut menurut hukum oleh pengadilan. 
4. Kepada pihak kepolisian, diharapkan bekerja lebih keras untuk menangkap 
pihak-pihak yang dianggap melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana 
pelanggaran hak cipta mengenai VCD dan DVD bajakan, khususnya yang 
meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri. Hal ini karena 
pelanggaran hak cipta mengenai VCD dan DVD bajakan dianggap dapat 
merugikan negara negara, produsen atau pengusaha rekaman, pencipta 
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